BUPATI LAMPUNGSELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR /6 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2017
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEK{QMUNIKASI

Menimbang

Mengingat

DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGEN IAN

MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2017
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,
maka perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah dimaksud;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2017
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
dan Penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956,
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja

dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4247),
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10.

5 5

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 47295);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3981);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4075);
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15 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Repubik

Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2036);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01
Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi ( Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2017 Nomor 1, T ambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15

19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 10 tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor

10).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 0Ol TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASIDAN
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Scanned by TapScanner



10.

11.

12

13.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.

Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

Kepala BPPRD adalah KepalaBadan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha

tetap.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,

tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio,
atau sistem elektromagnetik lainnya.

Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan
pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya

telekomunikasi.

Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah
bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas
tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan
bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang
struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai
simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana
fungsi,desaindan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang

menempatkan perangkat telekomunikasi.

Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, BadanUsaha Milik
Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang
memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakanbersama

oleh penyelenggara telekomunikasi.

Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau
mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
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14. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
[Z{agrah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

15. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan
Perl‘mdang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinantertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kkas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang

terutang.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan Jumlah Kelebihan
Pembayaran Retribusi karena Jumlah Kredit Retribusi lebih besar

daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang.

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi

berupa bunga dan/atau denda.

21. Pemungutan adalah suatu rangkaim kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi

serta pengawasan penyetorannya.

22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB

yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
703 Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II
PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 2

(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan
dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahului dengan surat teguran.

(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai
tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7

(tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo.

(4) Dalam jangka waktu7(tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat
peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Subyek Retribusi, Subyek

Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.
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(6)

(1)
(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(1)
(2)

(3)

(1)

Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk.

STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BPPRD.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Hasil pemungutan reribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor
secara bruto ke Kas Daerah.

SKRD atau dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat tanggal 30
November tahun berjalan.

Bentuk formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam lampiranl dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dariperaturan ini.

Pasal 4

Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Angsuran dan penundaan retribusi hanya dapat diberikan kepada wajib
retribusi yang mengalami suatu keadaan diluar kekuasaannya dan telah

mendapat persetujuan dari bupati.

BAB IV
TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN
Pasal 5

Tata cara penagihan retribusi dilakukan dengan cara:
a. SKRD dikirimkan pada pihak pemilik menara telekomunikasi di daerah;

b. pemilik menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a
membayar langsung atau transfer ke rekening kas daerah; dan

c. penagihan retribusi terutang yang menggunakan STRD adalah apabila
sampai dengan jatuh tempo pembayaran.

Scanned by TapScanner




(2) Tata cara penerbitansurat teguran dilakukan dengan cara:

4. surat teguran pertama dikirimkan setelah 7 (tujuh) hari masa jatuh
tempo; dan

b. surat teguran kedua dikirimkan setelah 1 (satu) bulan dari surat
teguran pertama dikirimkan bersama pemberitahuan besaran denda
yvang dikenakan karena keterlambatan pembayaran.

(3) Bentuk dan Tata Cara pengisian formulir STRD sebagaimana dimaksud
padg ayat (1) huruf ¢ tercantum dalam lampiran II dan merupakan dari
bagian yang tidak terpisahkan Peraturan ini.

BABV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 6

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut:

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama6(enam) bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan

pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lamal (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan retribusi dan akan diperhitungkan melalui kopensasi

pembayaran pajak tahun berikutnya.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. apabila permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran
retribusi dikabulkan oleh bupati maka bupati atau pejabat yang
ditunjuk menerbitkan SKRDLB; dan

b selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak penerbitan SKRDLB, bupati
melalui petugas yang ditunjuk harus melakukan pembayaran kelebihan

Retribusi kepada wajib retribusi.

(8) Bentuk formulir SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat7 (tujuh)
tercantum dalam lampiran Illdan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dar1 peraturan ini.

Scanned by TapScanner



(9) Jika terjadi kekurangan pembayaran retribusi yang diakibatkan
penambahan fisik bangunan menara telekomunikasi, maka kekurangan
pembayaran tersebut ditagih menggunakan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat (SKRDKBT).

(10) Bentuk formulir SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dariperaturan ini.

BABVI
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 7

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi, antara
lain pengangkutan, korban bencana alam, evakuasi dan pelayanan soslal
lainnya.

(3) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi hanya
dapat diberikan kepada wajib retribusi yang terkena bencana alam
dan/atau keadaan lain diluar kekuasaannya.

b. pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada huruf a dilakukan setelah mendapat persetujuan dari bupati.

BABVII
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
Pasal 8

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

(3) Besarnya [nsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar
5 % (lima persen) dari realisasi pendapatan.

(4) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperuntukan untuk:

a. Bupati = 0,50 % (nol koma lima puluh persen)
b. Wakil Bupati = 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen)
. Sekretaris Daerah = 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen)

d. Dinas dan Instansi yang membantu melaksanakan pemungutan= 4 %
(empat persen).
(5) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan bupati.
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BAB VIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal9

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluwarsa
setelah melampui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana
dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tertangguh apabila:

a. diterbitkannva Surat Teguran atau Surat Paksa; dan

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a.kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat

teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (:.?)
huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 10

(1) Piutang Retribusi vang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa adalah
sebagai berikut :

a. penghapusan piutang retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi
vang selama 3 (tiga ) tahun berturut-turut tidak mempunyai itikad baik
untuk memenuhi kewajibannya; dan

b. penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a adalah ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang
didahului dengan surat pemberitahuan kepada wajib retribusi,

penghapusan retribusi tersebut diterbitkan sekaligus penerbitan surat
pencabutan atas pemberian perizinan yang diberikan oleh pemerintah

daerah.
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BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasalll

(1)  Struktur dan besarnya tarif retribusi Jasa Pelayanan Pengendalian
Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut:

KIMT + KJT
2

RPMT =

x Tarif Retribusi ( Biaya Rata Rata Pengawasan dan pengendalian)

Keterangan
RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

KJM = Koefisien Jenis Menara
KJT = Koefisien Jarak Tempuh

(2) Nilai Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Koefisien Jenis Menara;

o —

NILAI
No. JENIS MENARA KOEFISIEN
1 | Menara Tunggal 1y
2 | Menara Bersama 1.0
3 | Menara Kamuflase 0.9
Jumlah 3.0
b. Koefisien Jarak Tempuh;
NO. | LOKASI/ KAWASAN MENARA NILAI INDEKS
1 | Jarak Jauh : Kecamatan 1.1

(Natar, Tanjung Bintang, Jati Agung,
Ketapang, Katibung, Merbau
Mataram, Tanjung Sari, Palas)

2 | Jarak Menengah : Kecamatan 1.0
(Sidomulyo, Rajabasa, Bakauheni,

Candipuro, Sragi)

3 | Jarak Dekat : Kecamatan 0.9
(Kalianda, Penengahan, Way Sulan,
Way Panji)
JUMLAH 3.0

(3) Besarnya tarif retribusi (biaya rata rata pengawasan dan pengendalian)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 2.527.100,-
per-menara per-tahun yang dihitung berdasarkan komponen belanja

perjalanan dinas dan belanja barang pakai habis.

(4) Ketentuan perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada _ayat (3)
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari peraturan ini.
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BAB X
WILAYAH PUNGUTAN

Pasall?2

h daerah

nara telekomunikasi dipungut di wilaya -
1

Retribusi pengendahban me
nara telekomunikasi diberikan atau

tempant pemanfaatan ruang untuk me
wilayah daerah.

BAB Xl
MASA RETRIBUSI
Pasall3

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

BAB XII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 14

(1) Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunyva atau kurang
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda

membayar,
sebesar 2 Y%(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
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BAB XIV
KEBERATAN
Pasal 10

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau

pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Kerberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak té}ngga] SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapal
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena

keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib
retribusi.

(5) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasall7

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang

diajukan oleh wajib retrbusi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi wajib retribusi bahwa keberatan yang diajukan
harus diberi keputusan oleh bupati.

atan dapat berupa menerima seluruhnya atau

(3) Keputusan bupati atas keber
mbah besarnya retribusi yang terutang;

sebagian, menolak atau mena

mana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan

(4) Apabila jangka waktu sebagali
keputusan, keberatan yang diajukan

bupati tidak memberikan suatu
tersebut dianggap dikabulkan

Pasal 18

an keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga

sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkanna SKRDLB.

(1) Jika pengaju
pembayaran retribusi
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Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalian_da
pada tanggal 3 Apr!L 2021
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Diundangkan di Kalianda

pada tanggal <3 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

r

e

THAMRIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR B9
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LAMPIRAN | - PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : /4 . TAHUN 2021
TANGOAIL, . 3 Ap_f“jﬂ _____ 2021

BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN SKRD No. SKRD :
BADAN PENQELOLA PAJAK DAN RETRIUSI DAERAM (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)
Jl. Mustafs Kemal No. 45 Kallanda
Kabupaten Lampung Selatan Masa Retribusi :
Tahun
Nama Wajib Retribusi
Alamat Wajib Retribusi
Nama Objek Retribusi
Alamat Objek Retribusi
NPWRD
Tgl. Jatuh Tempo
NU-AL KODE REKENING JENIS RETRIBUSI DAERAH JUMLAH
.|Hp. l
| i
Jumlah Pokok Penetapan Retribusi — L
Sanksi Administrasi :
a. bunga e e S — : 1 - W—
b. kenaikan

Jumlah Yang Harus Dibayar

Jumlah Dengan Huruf .

F

PERHATIAN :
1.

/ membenkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Harap penyetoran dilakukan melalui Bank yang ditunjuk dengan memggunakan Surat Setoran Retribumsi Daerah (S8RD)
2. Wajib Pajak dilarang melakukan pembayaran Retribusi Terutang kepada petugas penagih yang tidak menunjukkan

3. Apabila SKRD ini udak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo dikenakan Sanksi Aministrasi Bunga
sebesar 2% perbulan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah

e VIR S Givisavvei

a.n. Bupati Lampung Selatan
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
Kabupaten Lampung Selatan

INIEEI oosoioinisnns inasinsivais sicas |
--------------------------------------------------------- Gunting diSind == m e e
e e ——— — o _I
Tanggal Proses No. SKRD : .
Tanda Terima
NPWRD
Nama : |
Alamat .

!lili-FlilrllllT‘hunflf!i‘lr-l-! e

Yang Menerima

NANANG ERMANTO
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LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPA | LAMPUNG SELATAN
NOMOR : /

: TAHUN 2021
TANGGAL 30 2021
BENTUK FORMULIR SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
St PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN STRD No. STRD :
BADAN PENOELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH)
JI. Mustafa Kewmnal No. 45 Kallanda
Kabupaten Lampung Selatan Masa Retribusi
L _ Tahun
. . - e = = —— —— — “—————-—_ﬂ.—-—___—.
Noa W b Retribusi
Abmat Wajih Remibusi
Nati i"fl'l'“"k H'"lr‘h“-.l
Abumat Olyek Retribusi
NFWRD
Tgl Jamh Fewmupo
I.  Telah dilakukan pemenksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
hode Rekening Retribusi
Nama Retribusi
Il.  Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih
harus dibayar adalah sebagai berikut :
1. Retribusi yang kurang bayar
| 2. Sanksi Administrasi
a Bunga Rp.
| ¢. Lain-lain Rp.
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) Rp.
l‘ —_ s —
Dengan Huruf :
PERHATIAN :
1 Harap penyetoran dilakukan melalui Bank vang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)
2. Wajib Retribusi dilarang melakukan pembayaran Retribusi Terutang kepada petugas penagih yang tidak menunjukkan
/ memberikan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)
3. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo dikenakan Sanksi Aministrasi Bunga
| sebesar 2% perbulan.
................................. i [p 5] 1] R
a.n. Bupati Lampung Selatan
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Lampung Selatan
Nama .........cooooieveenenennn.n.,
. i - mmmmmmem e ces (GUNGINE IBIN == mmm e meme o e e e e e e
Tanggal Proses No. 8TBD : ..cviinamisi
Tanda Ternma
NPWRD
Nama
Alamat
............................. TRIVATY v
Yang Menerima
R P ]
BUPAT! LAMPUNG SELATAN,

NANANG EXMANTO
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BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAN LEBIH BAYAR

LAMPIFAN 111 FERATUMAN Il

NOMOR

I}" T LAMPUNI{] BELATAN
1aNaaaL . S April

TAMLIN 20}
Ald)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BELATAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAM
JL Mustals Kemal No. 45 Kallanda
Kabupaten Lampung Selatas

F

— -.,..-.-'_-\_A—-.r_.ﬂr‘--.—-p'--.--r-—'-.n.

T
BMRDLE

(SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAENRAH LERIH BAYAR)

Masa Retribusi
Tahun

Nama Wagih Retnibusi
Aleunat Wagib Retribusi
Nama Obpek Retnibus;
Alamat Obyelg Retnbusi
NI'WRD

Tgl Jatub Tewpo

| Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain

Kode Rekening Retribusi
Nama Retribusi

sebagai berikut

1. Dasar Pengenaan
2. Retribusi yang terhutang
3. Kredit Retribusi :
a. Kopensasi kelebihan dari tahun sebelumnya
b. Setoran vang dilakukan
c. Lain-lain
d. Jumlah vang dapat dikreditkan (a+b+c)

. Jumlah kekurangan Pembayaran Pokok Retribusi (2-3d)

. Sanksi admirustras: :
a Bunga
b. Kenaikan
¢. Jumlah sanksi administrasi (a+h)

6. Jumnlah yang masih harus dibayar (4+3c)

atas pelaksanaan kewajlban :

Dan pemenksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jurnlah yang masih harus dibayar adalah

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

.EP'—

Dengan Huruf :

PERHATIAN : | _
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bank yang ditunjuk den

gan menggunakan Surat Setoran Retnbum Dasrah (SARD)

2 Wajib Retribusi dilarang melakukan pembayaran Retribusi Terutang kepada petugas penagih yang tidak menunjukkan |
: : LB
/ memberikan Surat Ketetapan Retnbum Daerah Lebhh Bayvar (SKRD
3. Apabila SKRDLB ini tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo dikenakan Janksl Aminlstrasi Bunga
sebesar 2% perbulan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daesrah
] T DU TTT T T TSIRANIIY [ 1, L 1 | ) PINPP l
a.n. Bupati Lampung Selatan
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Lampung Belatan I
H.-m!_..u_u. AL LE AR LAl b L b LR SN A
I NID. .coinviresninaniiinanrssnisritniiis
SR et A S J
[ Proses ] No. BERDLB ! .....coe0seesnnssrrinns i I
Tanggal . : |
NPWRD
Nama
‘ ROV . | |1 | | Jp———
F |
Yang Menerima
|
|
T ——_ )
I —r— ——— ——— = =
FM— == —— —= e — === — e
BUPATI LAMPUNG SELATAN,
g _.-l'"'"._f-—-'_.-r
— %

NANANG ERM
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LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPAT!I LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2021

A
TANGGAL 3 Apri( 2021

BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

pooe— e i — -

S a— -

- ———

—

PEMERINTAM KABUPATEN LAMPUNG BELATAN AKRDKBT No. BKRDKBT :
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN METHIBUSI DAERAN (BURAT KETETAPAN RETRIRUSI DAERAH
Jl Mustafa Kemal No. 45 Kallanda KURANG BAYAR TAMBAHAN)
Kabupaten Lampung Selatan Masa Retnbumsi
Tahun ; —-l

Mowivel W oagils MWy tithoosi

Admmnat 'Wagl: Heuthusi

Masas (M k Beudioasi i
Alsmal ik Heiriboasl

NI kD

Tl Jsiuh | E , . |
8 - — = - - -

I Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Kode Kekening Retribusi
I Nama Ketiibum I
No Benia Acarma Pemerikasaan Retnibuai !

I i Dari pemenksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah
sebamgn berikut
1. Dasar Pengenaan Rp.
4 Retnbuw vang terhutang Rp.
3. Kredit Retrnibusi
a. Kopensasi kelebihan dar tahun sebalumnya Rp. |
b Setoran yvang dilakukan Rp.
I ¢. Lain lain Rp. _
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp.
4 Jumlah kekurangan Pembayaran Pokok Retribusi (2-3d) Rp.
5. Sanksi administrasi
a Bungm Rp. I
| b Kenailkan Rp.
¢ Jumlah sanksi administrasi (a+b) Rp.
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c) Rp. |

| |
Dengan Huruf

PERHATIAN 1 1
| Harap pensetoran dilakukan melalui Bank vang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) I

2 Wayib Pajak dilarang melakukan pembayaran Pajak Terutang kepada pelugas penagih yang tidak menunjukkan
/ membenkan Sumt Ketetapan Retribusl Daerah Kurang Bavar Tambahan (SKRDKBT) _ o .
3 Apabila SKRDKBT i tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo dikenakan Sanksi Aministrasi Bunga

sebesar 29 perbulan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah

a.n. Bupath Lampung Selatan
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Lampung Selatan !
Nip.
e _-_____4_-___':____:____--_--_.----."------u- Qunting dinlill =——eevermemasmsmmm e e e e A N —

== ‘--"_“-:- = —— —_— — —— — m—— — — pa— e N s __—-ﬁ
. — M SERDIRET s i e csis;
NPWRD l
| Nama "
Alamat ' : Tahun ...........
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LAMPIRANV . FERhTURAN_EUF TI LAMPUNG SELATAN

NOMOR R TAHUN 2021
TANGGAL - .Q_A;pr (, 2021
nHuI'IRHH'UHGAH TARIF RETRIBUSI
e _ e ENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
l DESKRIPS] . JUMLAH l ' s
BIAYA (Rp. BANYAK JUMLAH ET.
Jumlah Menara 300 — i HARI ¢ =
Fum]ah Hunjungan Per-han = 2 menara per-han - - 2 - S <
Jumlah har yang digunakan untuk mengunjungi menara S T o SCeoRESS SO 1
=(300x3)/ 2 =450 har / 3 tim = 150 han |
1 tim terdin atas 3 orang - 1
B ‘ - -
|2clanja penalanan dinas (biaya rata-rata pertahun untuk seluruh kunjungan menara)
Transportasi h
s | 500.000,-| 150 hari | 3Tim | 225.000 000, .
g ‘anan - - _ 387.500,-| 150 hari | 9 Orang | 523.000.000,
[E-elan;a bahan habis pakai per-tahun i — ) - . I
Pe - T
mbelian ATK 10.000.000, 1 Tahun | 10.000.000,- d
Fl“utal belanja per-tahun I
- — e - — — - — * L 1
I | .. L?SE. 125.000, |
| 2,527,083.33
| Biaya rata-rata atau tarif pengawasan per-tahun per-menara (total belanja dibagi jumlah menaraj chbuiatnnJ
L _ 2.527.100,-

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

X

NANANG E
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